
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu Negara berkembang dan sedang giat-

giatnya membangun, dengan demikian membuat pemerintah selalu berusaha

untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

agar dapat menjadi bangsa yang makmur, selain itu juga sekaligus untuk

mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan serta memperluas

lapangan kerja.

Sehubungan dengan usaha untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan

taraf hidup tersebut, di dalam kehidupan masyarakat pun terjadi upaya-upaya

untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seiring dengan hal-hal yang

ada tersebut diatas, ternyata di dalam masyarakat terjadi pula perubahan nilai-

nilai kehidupan, dari masyarakat yang ketat dan cenderung sangat mematuhi

aturan-aturan serta taat pada norma-norma kemasyarakatan, tetapi yang

kemudian terjadi adalah kecenderungan kendurnya tingkat ketaatan dan

kepatuhan atas norma-norma tersebut, bahkan cenderung terjadi pelanggaran

atas norma-norma tersebut, hal ini terjadi pula pada norma-norma hukum,

yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat.
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Kehidupan masyarakat pun sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan

atas nilai-nilai hokum yang ada mulai bergeser, masyarakat pun mulai

berfikir materialistis dan egois menggapai kehidupan ini, hal ini

menyebabkan mulai melunturnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap

sesame individu. Kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan material

dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat pun mulai

tampak. Sehingga banyak memunculkan pelanggaran dan pemanfaatan

kesempatan illegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak

dari orang lain, serta norma-norma yang ada (Prakoso : 1996 : 27).

Salah satu yang mulai tampak adalah banyaknya kejahatan yang terjadi

dalam masyarakat, yang umumnya bertalian dengan harta benda atau harta

kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan ini semakin menonjol apabila

tingkat kehidupan masyarakat semakin berat dan bertambah dengan

melunturnya nilai-nilai kehidupan. Hal-hal yang telah disebutkan diatas

sebelumnya, memberikan peluang tertentu kepada beberapa anggota

masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang sangat erat

hubungannya dengan kepercayaan atau penghargaan masyarakat terhadap

warga yang lain, yang berupa penyalahgunaan kepercayaan yang juga

berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau harta

kekayaan, yaitu tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang diatur dalam

Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, dan 376 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.
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Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak

pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan dalam bentuk

lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat,

apabila kita lihat dari sudut akibat yang timbuk dan pengaruh atau dampak

yang timbul terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang

menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga dirasakan sangat

mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang sangat berkaitan

dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi didalam

kehidupan masyarakat, disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian

dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga

perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP.

Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana

berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, 372, 384, 375, dan 376

KUHP. Adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam

menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Agar

penjatuhan sanksi pidana tersebut tepat dan proporsional dalam rangka upaya

penanggulangan kejahatan, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi

pidana dari peraturan tersebut. Disini dapat dilihat adanya suatu kebebasan

seorang hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam

setiap keputusannya.
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Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang dianggap terlalu ringan akan

memberikan dampak negatif yaitu munculnya pelaku-pelaku yang lain untuk

melakukan tindak pidana, karena penjatuhan sanksi yang ringan oleh hakim,

padahal hakim dalam menjatuhkan pidana harus menyadari apa makna

pemidanaan itu. Hakim dalam menetapkan hokum tidak semata-mata hanya

menegakkan hokum, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial (Sudarto :

1986: 100).

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut mempunyai kebebasan untuk

dapat menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam setiap keputusannya.

Namun kebenaran ini tidak berarti bahwa hukum boleh menjatuhkan pidana

menurut seleranya sendiri.

Dilihat dari segi keputusan Pengadilan Negeri No. 659/pid.B/2011 tentang

penggelapan sertifikat tanah jual beli, terdakwa telah menggunakan akta

autentik yang dipalsukan dan akte tersebut digunakan untuk menjual tanah-

tanah tersebut tanpa seizin saksi korban. Dimana, hasil dari penjualan tanah-

tanah tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Atas dasar pemikiran dan latar belakang yang telah dikenakan di atas maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis

Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Menggelapkan Sertifikat Jual Beli

Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 659/PIDB/2011).”



5

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penilitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak

pidana penggelapkan sertifkat jual beli tanah(studi putusan pengadilan

negeri No.659/PIDB/2011)?

b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat jual beli

tanah(studi putusan pengadilan negeri No.659/PIDB/2011)?

2. Ruang Lingkup

Mengingat permasalahan tersebut, maka ruang lingkup pembahasan

penulisan ini adalah berorientasi pada :

a. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Pidana.

b. Ruang Lingkup Kajian/Bahasan

Ruang lingkup kajian bahasan dari permasalahan penelitian ini adalah

pertanggungjawaban pidana orang yang telah menggelapkan sertifikat

jual beli tanah dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

penggelapan sertifikat jual beli tanah di Propinsi Lampung dan dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

tindak pidana penggelapan perkara Nomor 659/pid.B/2011.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan dalam skripsi

ini adalah :

a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pertanggungjawaban

pidana orang yang telah menggelapkan sertifikat jual beli tanah.

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa dasar pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan pidana terhdap pelaku tindak pidana

penggelapan perkara Nomor 659/pid.B/2011.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini ini adalah untuk mengembangkan

kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin

ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungapkan secara

obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap

permasalahn yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan

aspek hukum pidana penggelapan.

b. Secara Praktis

1. Kegunaan bagi pemerintah yakni untuk memberikan sumbangan

pemikiran bagi pemerintah khususnya hakim dalam memberikan

putusan tindak pidana penggelapan
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2. Kegunaan bagi masyarakat yakni sebagai sumber informasi bagi

masyarakat tentang adanya putusan pengadilan negeri tentang

penggelapan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap

relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1986:125).

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana

yang terjadi atau tidak.

Agar dapat mempidanakan si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,

seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut,

apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar

atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan

dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang

mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas
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perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas

pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang

yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini

tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai

kesalahan (Sudarto, 1986: 187).

Lembaga peradilan adalah merupakan pelaksanaan atau sebagai penerapan

hukum terhdap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat

melihat putusan mana dapat berupa pemidanaan terhadap orang yang

bersalah. Karena pada hakikatnya pengadilan merupakan tempat pengujian

dan perwujudan Negara hukum, sehingga tanpa pandang bulu siapa yang

melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan

pidana yang dilakukannya (Djoko Prakoso, 1996: 118).

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas

menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila melalui perkara-

perkara yang dihadapkannya sehingga keputusannya mencerminkan rasa

keadilan (Sudarto, 1986: 97).

Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

a. Keputusan mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

b. Keputusan mengenai hukumnya ialah apakah perbuatan yang dilakukan

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa

bersalah dan dapat dipidana.
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c. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat

dipidana (Sudarto : 1986 :74).

Untuk menentukan tinggi rendahnya pidana hakim untuk setiap kejadian

harus memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan,

dan harus memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan

dan harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang

dilanggar sehubungan dengan adanya tindak pidana itu, apakah perbuatan

yang dilaksanakan dan dipersalahkan langkah pertama kearah jalan sesat

ataukah sesuatu perbuatan yang merupakan pengulangan dari watak jahat

yang sebelumnya sudah tampak batas antara batas maksimum dan minimum

harus ditetapkan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan

dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana itu sudah memadai.

(Djoko Prakoso:1994:36)

Adanya pedoman penjatuhan sanksi pidana tersebut maka hakim mempunyai

kebebasan untuk memilih berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sebab

dalam undang-undang hanya menetapkan hukuman minimum dan maksimum

saja. Namun kebebasan hakim tersebut bukanlah merupakan tanpa batas

melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggungjawab untuk menciptakan

hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.
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2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu merupakan suatu penjelasan istilah-istilah yang

dipergunakan oleh penulis didalam penulisan skripsi ini dan pengertian-

pengertian tersebut meliputi istilah-istilah sebagai berikut :

a. Analisis

Yaitu cara pemeriksaan suatu persoalan dengan mempunyai tujuan untuk

menerangkan semua unsure dasar yang berhubungan antara unsure-unsur

yang bersangkutan.

b. Putusan Pengadilan

Yaitu pernyataan hakim yang diungkapkan dalam siding pengadilan

terbuka maupun tertutup yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

lepas dari segala macam tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Pengadilan

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan Kehakiman, Pengadilan adalah suatu lembaga yang fungsinya

adalah untuk mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan

biaya ringan.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dialarang oleh suatu aturan hokum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

bagi-barangsiapa melanggar larangan tersebut. (moeljatno:1993:54)
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e. Tindak Pidana Penggelapan

Yaitu suatu perbuatan yang melawan terhadap hokum pidana dan diatur

dalam KUHP serta pelakunya diancam dengan hukuman pidana yang

diatur dalam Pasal 372, 373, 374, 375, serta Pasal 376 KUHP.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang

Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis

dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJUAN PUSTAKA

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah

sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hokum dalam

membahas hasil penelitian yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana,

Pengertian Penggelapan, Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan

dan Unsurnya, Pengertian dan Dasar Putusan Pengadilan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk

memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang

digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data,

prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap

permasalahan dalam penelitian ini yaitu meliputi Pertanggungjawaban

pidana orang yang telah menggelapkan sertifikat jual beli tanah dan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

tindak pidana penggelapan perkara no 659/PID.B/2011.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan yang

berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta

berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan

dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian

demi perbaikan dimasa mendatang.


